
a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat dan meningkatkan kinerja Pejabat 
Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan 
Layanan Urnum Daerah Rumah Sakit Urnurn Daerah 
Bendan Kota Pekalongan dapat diberikan Jasa 
Pelayanan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan 
tuntutan profesionalisme yang diperlukan; 

b. bahwa dengan adanya pengembangan pelayanan yaitu 
Pelayanan Eksekutif, Medical Check Up dan hornecarc 
maka Peraturan Walikota Nomor 27A Tahun 2018 
tentang Pembagian .Jasa Pelayanan pada Badan 
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah 
Bendan Kota Pekalongan perlu diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaima na 
dimaksud c\alam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 27 A 
Ta hun 2018 ten tang Pernbagian .Jasa Pelayanan pacla 
Badan Layanan Umurn Daerah Rurnah Sakit Umurn 
Daerah Beridan Kata Pekalongan; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia tah un 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pernbentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 
lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 
Ojawa Barat clan Daerah Istirnewa Jogjakarta, 
sebagairnana telah diubah dengan Unclang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1954 teritang Perubahan Unclang 
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang 
pernbentukan Kota-kota Besar d an Kota-kota ketjil di 
Djawa ( Lernbaran Negara Repulik Indonesia Tahun 
1945 Nomor 40, Tarnbahan Lernbaran negara Republik 
Indonesia Nornor 551 ) ; 
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Memperhatikan 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK 02/2006 
tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat 
Pengelola, Dewan Pengawas clan Pegawai Sadan 
Layanan Umum; 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK 05/2007 
tentang Perubahan Atas Perrnen keu Nomor 10/PMK 
02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi 
Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan; 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
ten tang Sadan Layanan Umum Daerah ; 

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 
2015tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakil 

5. Keputusan Menteri Kcschatan Nomor 129/ 
Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan 
Mi n i rn a l Rumah Sakit; 

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072 ) ; 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 
5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, 
dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaga 
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3381); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang 
Pengelolaan Keuangan Bad an La ya nan Umum 
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263); 
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Ditetapkan di Pekalongan 
pada tanggal h. ~\).L, q_e>\t~ 

Agar setiap orang rnengetahuinya, mernerintahkan pengun.dangan Peraturan 
Walikota ini dengan penernpatannya dalam Serita Daerah Kota Pekalongan. 

Peraturan Walikota i ni mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Pasal II 

( l) Jasa Pelayanan yang bersurnber dari pendapatan yang berdasarkan 
tarif pelayanan eksekutif, Medical Check Up dan Home Care di rumah 
sakit clibagikan kepada beberapa komponen RSUD yaitu Penjabat 
Pengelola dan Pegawai RSUD yang rnelakukan pelayanan langsung 
ataupun teknis, dengan pembagian 45% (empat puluh lima persen) dari 
penda pata n eksekutif, Medical Check Up dan Home Care. 

(2) Tata cara pembagian sebagaimaria dirnaksud pada ayat (1), diatur lebih 
lanjut clengan Peraturan Pemimpin BLUD. 

Pasal 8A 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALlKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 27A TAHUN 2018 
TENTANG PEMBAGIAN ,JASA PELAY ANAN PADA BADAN 
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 
BEN DAN KOTA PEKALONGAN. 

Pasal I 

Ketentuan dalam pasal SA Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 27 A Tah un 
2018 ten tang Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah 
Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan (Serita Daerah Kota 
Pekalongan Tahun 2018 Nomor 27A) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Walikota Nomor 21 A Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas 
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 27A Tahun 2018 Tentang Pernbagian 
.Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Urnum 
Daerah Bendan Kota Pekalongan, diubah sebagai berikut : 

Menetapkan 

12 Juli 2019
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